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Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat menjelaskan gambaran Pengantar PBJP

Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:
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Ketentuan Umum PBJ
Tujuan PBJ

Kebijakan PBJ
Prinsip PBJ

Etika PBJ

Aspek Hukum PBJ
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Temuanaudit BPK terkait Belanja

Sumber: BPK 2017 diclah



Abdul Gafur Mas 'ud
Bupati Penajam Paser Utara
2018-2023

Terbit Rencana
Perangin Angin

Bupati Kabupaten
Langkat 2019-2024

Itong Isnaini Hidayat
Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya

Ade Yasin
Bupati Bogor
2018-2023

10 Tangkap Tangan
di Tahun 2022

Rahmat Effendi

Walikota Bekasi
2017-2022

Haryadi Suyuti
Walikota Yogvyakarta
2017-2022

Mukti Agung Wibow
Bupati Pemalang
2021-2025

Karomani

Rektor Universitas
Lampung 2019-2023

Sudrajad Dimvyati
Hakim Agung MA
2014 2022

Sahat Tua
Wakil Ketua DPRD Provwv.

Jaw= TE—




PENGERTIAN
KORUPSI

SECARA HARFIAH
“Corruptio = Busuk”

YURIDIS
UU No. 31 Thn. 1999 jo. UU No. 20 Thn. 2001

“Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan
hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara
atau perekonomian negara.”




7 BENTUK TIPIKOR

0 (Penyalahgunaan wewenang) merugikan keuangan negara.

9 Suap-menyuap.
9 Penggelapan dalam jabatan.

e Pemerasan.

e Perbuatan curang.
G Benturan kepentingan dalam pengadaan.

I 2 Gratifikasi.




Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak Serah Terima

Persiapan PBJ Penetapan
Penyedia B/J

>

Wilayah Hukum administrasi I

Wilayah Hukum Perdata

Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, markup, fiktif, dan kolusi

Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangka persaiangan
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Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ

Contoh kasus inkracht
Bagaimana modus koryps| pengadaan
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- kasus Korupsi J
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I PENGERTIAN PBJP BerAKHLAK LKPP
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uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gadaan Barang/Jasa Pemerintah

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”




Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4
IKeterkaitan PBJP dengan SCM BerAKHLAK \d LKPP

Kebutuhan untuk planning, sourcing,
making, dan delivering sektor bisnis

juga hadir di berbagai instansi publik.
Menyesuaikan tah_a_pan proses PBJP DALAM TAHAP

tersebut untuk aktivitas pemerintah, PELAKSANAAN (SOURCE)
mulai sekarang tahapan tersebut
disebut sebagai sebagai tahapan

manajemen perencanaan, pengadaan,
PBJP DALAM TAHAP PRODUKSI, &

produksi, dan
.. _ . PENGENDALIAN MUTU DAN
pengiriman/distribusi/penyebarluasan. PERGUDANGAN

PBJP DALAM TAHAP
PENGIRIMAN/DISTRIBUSI DAN

SERAH TERIMA



PBJP DALAM PBJP DALAM PBJP KEGIATAN
KEGIATAN RUTIN KEGIATAN PROYEK TANGGAP DARURAT
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PENGERTIAN SUPPLY CHAIN BerAKHLAK \%J LKPP

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmanis Loyal Adaptif Kolaboratif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Supply Chain adalah sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan
oleh satu atau lebih aliran produk, jasa, keuangan, atau informasi dari
hulu/sumber ke hilir/pelanggan
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GAMBARAN MANAJEMEN RANTAI PASOK  BerAKHLAK g LAAWFE

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Tier 3 Tier 2 Tier1
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PENGANTAR GARIS BESAR
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
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BerAKHLAK

ki
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten }L)embadga Keth]a ar}J P rintah
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif e€ngadaan Barang/-asa Femerinta

GARIS BESAR PBJP MELALUI SWAKELOLA

Perencanaan Swakelola Persiapan Pelaksanaan Swakelola BAST Sanksi
Swakelola
Penetapan Tipe Tim Penyenggara, Rencana Pembayaran Eelakeanaan Laporan Penilaian
Swakelola, Penyusunan Kegiatan, Jadwal Kegiatan, kinerja
Spek Teknis/Kak, RAB RAB, review spek
teknis/KAK, finaliasasi dan

penandatanganan kontrak
swakelola

Pengawasan Swakelola

Administrasi

Teknis

Keuangan




? i LKPP
GARIS BESAR PBJP MELALUI PENYEDIA BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmanis Loyal Adaptif Kolaboratif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Perencanaan
Pengadaan

Persiapaan Pengadaan/ Persiapan Pemilihan

Persiapan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak

¢

PA/KPA PPK/Pokja/PP/UKP
JPPK B PPK/Pokja/PP/UKPBJ/
Agen Pengadaan/

PPK
Penyedia
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b L [
Pengumuman/Undangan, - L - | Pemberian uang muka,
pendaftaran dan pengambilan - g u pembayaran prestasi
dokumen pemilihan, pemberian n g B | pekerjaan,
penjelasan, penyampaian u : u : penyesuaian harga,
dokumen penawaran, evaluasi u - u - penghentian kontrak,
: ™ : ™ kahar
EEEY EEEY



I RUANG LINGKUP PBJP BerAKHLAK LKPP

Institusi Pengguna Anggaran belanja

Barang/Jasa yang digunakan
« Kementerian « APBN/APBD
* Lembaga * Pinjaman DN dan/atau hibah DN
» Perangkat Daerah yang diterima Pemerintah/Pemda

* Pinjaman LN atau hibah LN




I JENIS PENGADAAN PADA PBJP BerAKHLAK LKPP

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
L

) ; Jasa Konsultansi = Jasa Lainnya

Pekerjaan Konstruksi

PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI
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I JENIS PENGADAAN PADA PBJP BerAKHLAK LKPP

Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan.

Contoh antara lain:

1. Pekerjaan Rancang Bangun (Design and Build)

2. Pekerjaan IT Solution

3. Pekerjaan Engineering Procurement Construction (EPC)
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian dan
Pemeliharaan

dll.

o1
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I CARA PELAKSANAAN PBJP BerAKHLAK LKPP

Cara memperolen  barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan atau kelompok masyarakat

~N

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha

J

Penyedia




TUJUAN PBJF

« Lembaga Kebijakan

Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

— Meningkatkan Penggunaan produk
@il dalam negeri

Meningkatkan Pengadaan
berkelanjutan

~ Meningkatkan Peran serta UMK
_ %? dan Koperasi

B
ekonomi dan perluasan :::
kesempatan berusaha

Meningkatkan Peran pelaku usaha
nasional

Meningkatkan

Keikutsertaan industri
lkkraatif

nrecatum

e Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
‘ | Penelitian
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IPRINSIP PBJ BerAKHLAK LKPP
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Transparan Terbuka
o%- Bersaing 8le Adil

Akuntabel
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Menghindari
mencegah
penyalah

Tidak
ERETE
menawarkan/ -
enjanjikag

Etika
Pengadaan

; ) Menghindari Menerima &

Conflict Of tanggung
jawab

Interest

Profesional,
Mandiri &
Menjaga
Rahasia

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten g
Harmonis Loyal Adaptif kolaboratif
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. PELAKU PBJ

Penyeda‘“ll:enyeenggara
Swakelola

Pengadaan Pokja

PA/KPA
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I PENYELENGGARA SWAKELOLA Dot Wl

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola

Tim Pelaksana

Tim Persiapan Melaksanakan, mencatat, Tim Pengawas
menyusun sasaran, mengevaluasi, &
rencana kegiatan, jadwal melaporkan secara berkala
pelaksanaan, dan rencana kemajuan pelaksanaan
biaya kegiatan & penyerapan
anggaran

Mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun
administrasi swakelola.
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BerAKHLAK \y/ LKPP
I Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri S

Rumus Perhitungan HEA

HEA = (1-KP) x HP

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi
HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
HEA adalah Hasil Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi

'« Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang
: « Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan peringkat
I

pemenang Tender/Seleksi




PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMANFAATKAN

I E-MARKETPLACE
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K/L/Pemd
a

E-MARKETPLACE
PENGADAAN BARANG/JASA
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KATALOG

ELETRONIK
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TOKO DARING
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PEMILIHAN
PENYEDIA
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Penyedia



BerAKHLAK LKF
PEMILIHAN PENYEDIA BerAKHLAK' W LKFP

Pemilihan Penyedia

- ___'> 4‘--

K/L/Pemda B/PK/JL

a.Pengadaan
Langsung
b.Penunjukan
Langsung
c.Tender Cepat;
d.Tender
e.E-purchasing

o).

AN

Penyedia
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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LKPP
IRUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL BerAKHLAK' V¢

Pengawasan PBJ meliputi :

Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
Kepatuhan terhadap Peraturan
Pencapaian TKDN
Penggunaan produk dalam negeri
Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
Pengadaan berkelanjutan

melalui

™

o0k whE

“ Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau Whistleblowing system

|

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan
PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan
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LKPP
IRUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL BerAKHLAK g e

Pengawasan PBJ dilakukan pada:

Pemilihan Serah Terima
Perencanaan Penyedia Pekerjaan

Persiapan Pelaksanaan
Kontrak

Proses Pengadaan




PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

4 D
Pelapor
(Masyarakat, Penyedia,
Pelaku Usaha)

4 D
Aparat Penegak Hukum
(APH)/Instansi yang

Berwenang )

E E r‘ ll [I IL‘ \I : Lembaga Kel bijakan
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten g
Harmmionis Loyal Adaptif kolagoratit Pengadaan Baran: g/Jasa Pemerintah

\
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Menindaklanjuti pengaduan melalui audit,
reviu, pemantauan, atau evaluasi
J

l Melaporkan tindak lanjut pengaduan

[ Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah ]

|

f Laporan berindikasi KKN yang merugikan

keuangan negara
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Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap:

Pemenang

14 44 Peserta Pemilihan 4 Pemilihan/Penyedia

g PA/KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan




SANKSI

>
BerAKHLAK

untabel Kompeten

erorientasi Pelayanan Akt

Harmonis Loyal Adaptif kolaboratif

Proses P *)Ditetapka
Pengadaan Pelanggaran )Diusulkan Oleh n Oleh
Pemilihan Dokumen atau keterangan Sanksi digugurkan dalam PP/ PA/KPA
Penyedia palsu/tidak benar pemilihan, Pokja Pemilihan/

(Peserta o sanksi pencairan jaminan Agen Pengadaan
Pemilhan) Indikasi Persekongkolan penawaran, dan
Indikasi KKN sanksi daftar hitam selama 2
(dua) tahun *)
Mengundurkan diri, alasan sanksi pencairan jaminan PP/ PA/KPA
yang tidak bisa diterima penawaran , dan Pokja Pemilihan/
sanksi daftar hitam selama 1 Agen Pengadaan
(satu) tahun *)
Pemilihan Pengunduran diri pemenang sanksi pencairan jaminan PPK PA/KPA
Penyedia pemilihan sebelum penawaran , dan
(Pemenang penandatangan kontrak sanksi daftar hitam selama 1
Pemilihan) (satu) tahun *)
Pelaksanaa Tidak melaksanakan kontrak, Sanksi pencairan jaminan PPK PA/KPA
n tidak menyelesaikan pelaksanaan atau jaminan
Kontrak pekerjaan, atau tidak pemeliharaan, dan
(Penyedia) melaksanakan kewajiban sanksi daftar hitam selama 1
dalam masa pemeliharaan. (satu) tahun *)




BerAKHLAK
si Pelayanan Akuntabel Kompeten
SA N K S I Herl(r)v:o: Loyal al Adapti aptif Kolaboratit ompe " 9“ merintah

Proses Pelanggaran i Ditetapkan
Pengadaan oleh
Pelaksanaan B Menyebabkan kegagalan bangunan
Kontrak

Menyerahkan jaminan yang tidak dapat

dicairkan sanksi ganti kerugian sebesar

nilai kerugian yang ditimbulkan.

(Penyedia)

D Melakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil
audit

E Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan
hasil audit

F Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai | Sanksi denda keterlambatan 1 | PPK dalam
dengan kontrak. permil dari nilai kontrak atau nilai | kontrak
bagian kontrak untuk setiap hari
keterlambatan




Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten @ aga febija
Harmonis Loyal Adaptif kolaboratit Nt

Proses Pelanggaran Sanksi Diusulkan Ditetapkan
Pengadaan Oleh oleh
e-Katalog A | Dokumen atau keterangan Sanksi digugurkan dalam Pokja K/L/PD
(Peserta palsu/tidak benar pemilihan, dan Pemilihan/
Pemilihan) B | Indikasi persekongkolan sanksi daftar hitam selama 2 Pejabat
(dua) tahun Pengadaan/
Indikasi KKN Agen
D | Mengundurkan diri, alasan yang sanksi daftar hitam selama 1 pengadaan
) : o dan/atau
tidak bisa diterima (satu) tahun. PPK

E | tidak menandatangani kontrak
katalog.




BerAKHLAK LKPP

SANKSI e S s
Proses Pelanggaran i Diusulkan Ditetapkan
Pengadaan Oleh oleh
e-Purchasing tidak memenuhi kewajiban * Pelanggaran surat pesanan dikenakan | Pokja K/L/
(Penyedia) dalam kontrak katalog atau sanksi penghentian sementara dalam | Pemilihan/Pe | Perangkat
surat pesanan sistem transaksi e-Purchasing selama | jabat Daerah
6 (enam) bulan; atau Pengadaan/

* Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi | Agen
penurunan pencantuman Penyedia | pengadaan
dari katalog elektronik selama 1 (satu) | dan/atau
tahun. PPK.

UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:
* Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar

* Indikasi persekongkolan

* Indikasi KKN
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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I PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PBJ BerAKHLAK ¢

1. Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan)
yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib
diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda

2. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan
hingga tahap putusan pengadilan

Pelayanan 3. Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan

Hukum pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan tidak termasuk

dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan

pelayanan hukum dari K/L/Pemda




aaaaaaaaaaaaaaaa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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LKPP
I PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BerAKHLAK ¢

* Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia
dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:
Layanan penyelesaian sengketa kontrak;

Arbitrase;

Dewan Sengketa Konstruksi; atau

Penyelesaian melalui pengadilan.

3 |
YV VY

LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian

sengketa kontrak

« Dewan Sengketa Konstruksi diatur melalui peraturan
Menteri yang membidangi pekerjaan umum dan
perumahan rakyat
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MATERI
PENGANTAR
APA ITU PERENCANAAN
PENGADAAN

BARANG/JASA
PEMERINTAH ?



BerAKHLAK @LKPP
IRUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGADAAN r—

Hasil Perencanaan Pengadaan
diumumkan di dalam RUP




PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN Eﬁ[ﬁ'ﬁ!ﬂ;ﬁ" WLKPP
SUMBER DANA APBN

Ranc. Awal Pembicaraan
Tema, Sasaran, Arah KEM - PPKF & RKP & S8 -
Kebijakan & Prioritas Reviu Angka Ketersediaan
Evaluasi > L P Pagu - Permen RKP
embanguna Anggaran indikatif - KEM & PPKF
Desember/ Januari Februari Februari Maret Mei
Januari
’l ’, W’ \\\ ” ’ \\
Desember November J  September ;o Juli/Agustus v Juni
: P .
\ I \ ]
DIPA & UU APBN dan Perpres RKP - S8
i Ndui Pembahasan Nota Pagu Anggaran

DPR RUU APBN Keuangan&RAPBN

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga




PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN 55;ﬁ'§!:!:ﬁ" WLKPP
SUMBER DANA APBD

Musrenbang Desa (Januari)

Pelak APBDJ itahun b e ‘ Musrenbang Kecamatan
berikutnya (Februari)
Nl k)
Penyusunan DPA SKPD Forum SKPD
(Desember) Penyusunan Renja SKPD
Kab/Kota (Maret)
B

2
Penetapan Perda APBD Musrenbang Kota (Maret)
(Desember) Siklus Perencanaandan

Penganggaran Tahunan

L $
Evaluasi Rancangan Perda <
APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei)
[ T -
-~ B3
pembahasan Rancangan  / 51
Perda tentang APBD ,\ /b’ ® Pembahasan dan
. Kesepakatan KUA antara
dengan DPRD. g ° @ a KDH dengan DPRD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD & Pembah ydan Kesepak ., PPAS
RAPRD (luli-September) antara KDH dengan DPRD (Juni)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Spesifikasi teknis

KOMPONEN MINIMAL
SPESIFIKASI TEKNIS

KOMPONEN MINIMAL SPESIFIKASI TEKNIS
[ ]




BerAKHLA!() W LKPP
I KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS™

HPS dihitung secara keahlian
dan menggunakan data yang
dapat dipertanggungjawabkan

HPS telah memperhitungkan
keuntungan dan biaya tidak
langsung (overhead cost)

Nilai HPS tidak bersifat HPS bukan sebagai dasar ur_1tuk
: .. menentukan besaran kerugian
rahasia namun rmciannya negara

rahasia
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Menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiennya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing.

Menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya harus dipisahkan.

Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan
oleh usaha mikro dan kecil serta koperasi

Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari
Tender/seleksi.




>
C. Tahapan Penyusunan Dokumen Pemilihan BerAKHLAK WJLKPP

¥
Harmonis Loyal Adaptif kolab

|dentifikasi |dentifikasi Model Penetapan Dokumen

Karakteristik Dokumen Pengadaan Pl

Pekerjaan




: : 3. Pengadaan
1. Pekerjaan 2. Tender/seleksi Badan Usaha

terintegrasi internasioanal Pelaksana KPBU
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B. Pengadaan Khusus

‘ ‘ ® Pengadaan barang/jasa yang perlu dibedakan ketentuan-
ketentuannya karena tidak memungkinkan penerapan
secara umum ketentuan Peraturan Presiden tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akibat suatu keadaan
tertentu, meliputi: , ,

==
L E



.05

MATERI
PENGANTAR

APA ITU KONTRAK
PENGADAAN

BARANG/JASA
PEMERINTAH ?
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BerAKHLAK

intabel Kompeten

Berorientasi Pelayanan Akus
D K t Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“Perjanjian tertulis antara “Sebuah perjanjian hukum antara
PA/KPA/PPK dengan dua pihak atau lebih yang

Penyedia Barang/Jasa atau EﬁL’L‘:kzl:]dr:sf:":lilk;;en;z):g'lf(zuatu
Pelaksana Swakelola” g yang

n
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 44 menu rUt h u ku m
' International Trade Center (2010)

Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia Barang/Jasa yang telah
(PA/KPA/PPK) ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan




BerAKH LAK

Akuni hIDmp
onis 1 y  Adaptt Kolabo

Kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan

Kontrak

Pengguna Anggaran (PA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Kewenangan

PA sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.

Q

Q

PA sebagai penanggungjawab kegiatan, KPA sebagai pejabat
penandatangan kontrak, mempersiapkan proses pengadaan
barang/jasa tanpa ada PPK; atau
PA sebagai penanggungjawab kegiatan, KPA sebagai PPK sedangkan
PPK melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 11
Perpres Nomor 12 Tahun 2021..

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 11
Perpres Nomor 12 Tahun 2021, PPK diberi kewenangan oleh PA/KPA
sebagai pejabat penandatangan kontrak, meliputi tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan
menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan..



PPK merumuskan draft kontrak
sebelum dilakukan pelaksanaan
pemilihan, draft kontrak yang dibuat
oleh PPK dinamakan Rancangan
Kontrak, dengan memperhatikan
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS).

Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan
Rancangan Kontrak yang telah
ditetapkan oleh PPK  menjadi
Dokumen Persiapan Pengadaan,
kemudian  disampaikan  kepada
UKPBJ untuk dilaksanakan pemilihan
penyedia.

<
Perencanaan Persiapan

Identifikasi PBJ Persiapan Swakelola
]
Penetapan Jenis Penetapan sasaran
FPBJ

¥
»

Persiapan PEJ Melalui
Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan
Kaontrak

hd Penyelenggara

L 3
Konsolidasi dan Rencana Kegiatan
Pemaketan

Menetapkan spesifikasi

3 Jadwal Pelaksanaan teknis/KAK
: 3
['] Menetapkan uang muka,
Anggaran PBJ jaminan pelaksanaan,
E jaminan

pemeliharaan seriifikat
garansi danfatau
penyesuaian harga

Perencanaan Pengadaan terdiri
atas: Perencanaan PBJ melalui
Swakelola danfatau Penyedia
Persiapan Pemilihan

>
BerAKHLAK

¥ pe
Harmonis Loyal Adaptif kolaboratif

g Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

W Pengatian B i Peme atah

Pelaksanaan

Pelaksanaan PB.
melalui Swakelola

Pengawasan dan
Pertanggungjawaban

¥
Serah Terima Hasil
Pekerjaan

Pelaksanaan PBJ
melalui Penyedia
4

Pelaksanaan Pemilihan

.

Pelaksanaan kontrak

4
Serah Terima Hasil
Pekerjaan
(Selesai)




Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

. >
IJenls Kontrak BerAKHLAK™ g LKFA

Jenis Pengadaan

e
/
x
x
v
x
X
N4

Jenis Kontrak

Lumsum

Harga Satuan

Gabungan lumsum dan
Harga Satuan

Kontrak Payung

Biaya Plus Imbalan

Putar Kunci

/
/
/
v
v
x

X

Waktu Penugasan

ccox o

e




B e n t u k K O n t ak b r aaaaaaaaaaaaaaaa
I Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten @ )
I Harmonis Loyal Adaptf kolaporatit | e Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

o Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa Konsultansi
"”"';o“‘:s\ﬁ“‘ lainnya
\2
P«G?“ Bukti pembelian/ . :
cl pembayaran <10juta n/a <10juta n/a
Kuitansi <50 juta n/a < 50 juta n/a
Surat Perintah | > 50 juta s.d : > 50 juta s.d :
< <
Kerja (SPK) | 200 juta 200juta | 500 uta 100 juta

Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta | > 200 juta > 100 juta

e-purchasing/pembelian melalui toko

Surat pesanan )
P daring




Ketentuan Penggunaan Jaminan/Sertifikat Garansi Be""‘""-‘m‘" WLKFP

Harmonis Loyal Adaptif kolaboratif

Jenis PIC B PK JL JK Pekerjaan
Jaminan Terintegrasi

Jaminan Persiapan _ \
) _p Pokja n/a \/ n/a n/a
Penawaran Pemilihan

Jaminan PPK n/a
) Kontrak n/a n/a

*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yang lainnya apabila terdapat
pengadaan barang




I AI ur Pene ri maan H d Si I Pen ga d dadan Berf\KH,l:A K g LT

Proses Serah Terima menurut Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021

Pengajuan Pemeriksaan Berita Acara 1 s 4
Hasil
e ceraa b Pengguna Pelaksanaan
untuk Serah Pekerjaan Pemeriksaan mendefinisi- Pengadaan
Terima oleh PPK pen:?:lnan barang/jasa
barang/jasa
Standar Kualitas ;enlg_;a:dalian ﬁen_i_atr:inan
Barita Acara Serah Terima Berita Acarah sesuai regulasi dan ualitas ualitas
arita Ac : _ kebijakan organisasi (Quality (Quality
Serah Terima dari PPK ke serah Terima ditentukan sebagai Control) Assurance)
PASEPA dari PPK ke rujukan
PA/KPA

Peranan Quality Control dan Quality Assurance dalam
penerimaan hasil pengadaan barang/jasa




APA ITU SWAKELOLA
PBJ ?



BerAKHLAK \y/ LKPP
ITUJ UAN SWAKELOLA R S s

Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak diminati oleh
pelaku usaha Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak disediakan oleh
pelaku usaha

Mengoptimalkan |

Sumber Daya _
Meningkatkan

Kemampuan Teknis SDM

Efektifitas dan/atau
Efisiensi

Meningkatkan partisipasi
Ormas/Kelompok

Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
B/J yang bersifat rahasia




Loyal Adaptif kolaboratit Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta h

I PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bn,eﬂrAKHLﬁK LKPP

PA/KPA
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai
K/L/PD dan/atau tenaga ahli
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh
melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana,
dan PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & - Tim Persiapan PPK UKPBJ
material melalui Penyedia, - Tim Pelaksana /PP

- Tim Pengawas
pengadaannya dilaksanakan sesuai Ditetapkan oleh
ketentuan dalam Perpres PA/KPA




PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

BerAKHLAK \y/ LKPP
MELALUI SWAKELOLA TIPE Il
PA/KPA KESEPAKATAN
K/L/PD Penanggung KERJASAMA K/L/PD
Jawab Anggaran ‘ > Pelaksana Swakelola
| | | |
KONTRAK
SWAKELOLA
TIM UKPBJ/
PENYELENGGARA
UKPBJ/ SWAKELOLA : PPK ‘ E = > PELAKSANA PP
PP - Tim Persiapan
- Tim Pengawas

Ditetapkan oleh
PA/KPA

Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
Perpres

Dalam hal pelaksana swakelola type Il tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK



PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA ?f?'ﬂhf“‘ WLKPP
MELALUI SWAKELOLA TIPE IlI

PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran

Penyelenggara KONTRAK
UKPBJ/ Swakelola: PPK SWAKELOLA 5 o Ik
PP - Tim Persiapan < " " = > engurus ormas (selaku
- Tim Pengawas Penerima Kuasa)

Ditetapkan oleh
PA/KPA

Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
Dalam hal pelaksana swakelola tipe Il tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK




I PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran

BerAKHLAK @

Pimpinan Pokmas

i | KONTRAK
SWAKELOLA
UKPBJ/ M
oD PPK
I
TIM
PERSIAPAN

Harmonis Loyl Adaptif Kolaboratit

TIM
PELAKSANA

TIM
PENGAWAS

Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
Dalam hal pelaksana swakelola tipe IV tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola




Terima Kasih.

@ https://ywinstitute.com
M yanuarwe99@gmail.com
R, 085641250901
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